LEMBARAN

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 16 : TAHUN : 2000
W
e

TENTANG :

PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADT
ISTIADAT, KEBIASAAN-KEBIASAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN CIANJUR
Menimbang :a. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan macy“ rakat dan
lembaga adat yvang diakui keberadaannya dan digunakan dalam
kehidupan oleh masyarakat serta menunjang kelangsungan

pembangunan dan ketahanan naslundl di Kabupaten, maka perlu

diberdavakan, dibina dan dilestarikan;

h. bhahwsa \p‘huhi‘gnn dengan hal tersebut, perlu menet.apkan

Pt‘l aturan 1t ldt‘l dﬂ }&dl)llpdt €1 L I"! ur tent aug I‘t‘[ﬂll(-‘l dﬂ_\-’_{idﬂ le[l
Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-
cebiasaan Masvarakat dan Lembaga Adat.
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950);
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aeran nfemoaran Negara Tahun 1999 Nomor 80, Tamba
Lembaran Negara Nomor 3839):
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam ,
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalan
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1979 tentang Pemerintahan Desa;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang

Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan D
Penvelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentan

TY

Pedoman Umum Pengaiuran mengenai Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kel
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rat Daerah Kabupaten Cianjur

PEMBERD. N SERTA PENGEMBANGAN
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LEMBAGA ADAT

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

¥

esa atau vang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah

K
Kabupaten di bawah Kecamatan;

. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Xelurahan vang

merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;

Adat istiadat adalah scpcrangkat nilai atau norma, kaidah dan
umbuh dan berkembang bersamaan dengan

an masyarakat desa dan atau

kesatuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang
masth dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud
dalam Dberbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-
kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
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f. Kebiasaan ...



perbualan yang djldku_kdn oleh para warga masyarakal yang
merupakan ‘sebuah kesatuan hukum tertentu vang pada dasarnya
dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana
diakui ke b ahannya oleh warga masvarakat tersebut dan oleh

Kebiasaan-kebiasaan masvarakat adalah pola-pola kegiatan atau

"gar db.l {eimasvara akatan ba ik yang

c B

c’bent uk maupun vang secara wajar telah tumbuh dan
ber g alam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau
dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah
hul hak a harta kckayaan di dalam hukum adat
tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus
dan menyelesaikan berbagai permasalahan kelhidupan vang
berkaitan dengan mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat
vang berlakn

. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan

keberadaan adat istiadat, kebiaeaan kebiasaan masyarakat dan
lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh cehmgga hal itu
berperan positif dalam pemoanvunan naqmnai dan berguna bagi
masyvarakat yang hersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan

udll ptﬂ lSt‘-IIlU dIlngl | amarin,

Pelestarian adalah upaya menjaga dan meme}i‘nara nﬂai nﬂai
IIlUldl (.ld]l dUdU Vd[lg Hlt‘lupdhdll _lIlU. dddl. lbbldudl», kﬁblflsaall'
kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap
terjaga:

Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah
agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga

adat dapat berubah sehingga ma “p meningkatkan peranannya
dalam pembangunan sesual dengan perubahan sosial budava dan

ekonomi yang sedang berlaky;

k. Wilayah Adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat

1tu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga

dat ada I
keberadaan adat istiadat i yang oersangguian,

Hak Adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber
dava vang ada dalam lingkungan warga masyarakat yang
berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat atau
persekutuan hukum adat tertentu;
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MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, KERIASAAN-KEBIASAAN
MASYARAKAT SERTA LEMBAGA ADAT
Pagal 4
Maksud dilakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan

adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta lembaga adat
adalah untuk menmngkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat,
kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelang-
sungan pembangunan dan peningkaian keiahanan nasional sertia
turut serta mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat
setempat.

Tujuan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adal istiadat,
1111 1 sumber daya manusia dan membentuk suatu
organisasi kemasyarakatan vang mengarah Lkepada tatanan
kehidupan suatu masyvarakat vang tidak merubah nilai, kaidah dan
kepercayaan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih

’s CFITIY O DTy ]’\nml}nc\1}m1nn 1111{’11],7' W\nnrl'r\'lahn' 17
“icey Slirica wicazy (VAR SRS RS SRl Ldraueann A1i0-14 ullJ 116

L‘ U
penvelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

} ,
pembinaan kemasyarakatan.

wjuan pclestarian adat istiadat, kcebiasaan-kcbiasaan masyarakat
an lembaga adat adalah untuk mempertahankan nilai-nilai kaidah

rma dan kepercayaan sosial yang telah mengakar

dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan
pembangunan dan ketahanan nasional.

) Tujuan pengembangan adat istiadat, kebiacaan-kebiasaun masya-

rakat dan lembaga adat adalah ntuk meningkatkan peran dan
fungsi dalam menunjang k.lancaran pembangunan dan ketahanan
nasioii.’

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT
Pasal 5
Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusya-

waratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan

pemuka-pemuka adat lainnya vang berada di luar susunan
: h
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{2) Lembaga ....
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(2) Lembaga adat mempunyai tugas, yaitw.-

a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada
Pemerintah serta menyelesaikan p erselisthan vang menyangkut
hukum adat, adat istiadat dan kebiacaan-kebiasaan masvarakat;

b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat
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istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka

ava a serta memherdnvnknn magvarakat
dalam menunjang penyelenggaraan Pemeriniah, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan masyarakat;

¢. Menciptakan hubungan yvang demokratis dan harmonis serta
obyekiil aniara kepala adat/pemangku adal dan pimpinan atau
pemuka adat dengan aparat Pemerintah di daerah.

Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat
Pemerintah di daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musya-
warah/mufakat, apabila tidak berhasil diselesaikan upaya
penyelesaian dilakukan oleh kepala wilayah dan lembaga adat yang
lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan

==

masvara"at adat setempat.
kI E Ty R, = 5 - PR |
Untuk men zua nkan tugas -tugas bcbdgdlzilalld dimaksud paua avat

(2) Pasal ini, lembaga adat mempunyal fungsi melaksanakan
kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijak-
sanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan

1 28] ]l\]f\ QI IVY Y b el
pemerintahan,  kelangsungan  pembangunan  dan  meoendukung

keberhasilan pemblnaan hemasy arakatan.

BAB YV
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT
Pasal 8
Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang, vaitu
a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang

menyangkut kepentingan masyarakat adat;

b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk
meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah
yvang lebih baik;
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Menyelesaltkan perselisihan yang menyangkut perkara adat
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang
penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelak-
sanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama
dalam pemanfaatan hak-hak adai dan harta kekayaan lembaga
adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat
setempat;

b. Memelihara stabilitas nasional vang sehai dan dinamis yang
dapat memberikan peluang yvang luas kepada aparat pemerintah
terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan

tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa, pelaksanaan pembangunan vang lebih berkualitas
dan pembinaan masyarakat vang adil dan demokratis;
¢. Menciptakan suasana vang dapat menjamin tetap terpeliharanva
kebhinekaan ma%yaraka adat dalam rangka memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa.
BAB VI

Susunan organisasit lembaga adat ditetapkan cleh Kepala Desa setelah
mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa

Pasal 8
Lembaga a dat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah
ini sebagai mitra Pemerintahan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh
Bupati.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daera
Kabupaten Cianjur.
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Ditetapkan di Cianjur

Peraturan Daeranh i disetujul oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten  Cianjur dengan  Keputusan  Nomor
12/Dp.172/Kep.DPRD/2000 tanggal 13 September 2000.

Diundangkan di Cianjur

ada tanggal 20 September 20060




